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ANDI ASRIANI TENRI ANGKA (B11112184), Tindakan 
Unlocking Modem Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di bawah 
bimbingan dan arahan Bapak Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan 
Bapak Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan 
unlocking modem dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang 
informasi dan transaksi elektronik dan perlindungan hukum pemegang hak 
cipta terkait tindakan unlocking modem dalam undang-undang hak cipta 
dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 
 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan 
data penelitian kepustakaan (library research) yaitu literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan terkait. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis 
secara normatif dengan maksud mengolah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder agar mejadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang 
terpadu dan sistematis. 
 
Berdasarkan analisis hukum terhadap data tersebut, maka Penulis 
berkesimpulan bahwa dari konteks kasus unlocking modem unsur 
terpenting yang terkandung yaitu pelaku melakukan tindakan yang 
menyebabkan firmware tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga, 
tindakan unlocking modem merupakan suatu bentuk pelanggaran hak 
cipta, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Kemudian mengenai larangan terhadap unlocking 
modem tersebut diatur juga di dalam, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 33 dan 
Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta terkait 
unlocking modem tidak dapat berjalan secara efektif. Perlindungan hukum 
terhadap pemilik hak cipta seharusnya didukung dengan kesadaran 
pengguna hak cipta tentang ciptaan yang digunakan agar mewujudkan 
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A.      Latar Belakang Masalah 
 Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, 
juga telah mendorong globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual 
selanjutnya disebut HKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi 
oleh suatu negara, berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. 
Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan 
pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) juga berarti 
kebutuhan untuk melindungi HKI yang digunakan untuk membuat produk 
yang bersangkutan. 
  Secara subtantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai “Hak 
atas Kekaayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 
manusia”.1 Untuk melindungi HKI menjadi hal yang penting bagi negara-
negara di dunia saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan 
kepentingan hukum dan ekonomi, terutama dalam pandangan 
internasional karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi 
                                                          
1 Suyud Margono, 2001, Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia 
Dagang. Desain Industrti, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  CV. Novindo Pustaka Mandiri, 
Jakarta, hlm. 9.   
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masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis untuk 
meraih keuntungan.2 
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual adalah permasalahan 
yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut 
sangatlah sederhana, misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat 
dikuasai dan dipergunakan untuk tujuan apapun, apa yang sudah 
ditemukannya, diciptakannya, dengan kemampuan tenaganya maupun 
intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil 
karya, bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya. 
Permasalahan pun semakin majemuk dengan terjadinya revolusi Industri 
di Inggris maupun revolusi politik di Perancis. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan 
terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah 
Hak Kekayaan Intelektual adalah lahirnya konvensi mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual pada akhir abad ke sembilan belas, yaitu konvensi 
Hak Milik Perindustrian, dan konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini lahir 
karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap 
                                                          
2 Ideskoro, perlindungan undang-undang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta untuk 
program komputer, https://ideskoro.wordpress.com/2012/04/19/perlindungan-undang-undang-




perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual.3  
Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah 
sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi 
pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan 
masyarakat luas.4 
Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 
(UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, hak cipta 
merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia 
dapat mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, 
atau memberikan izin untuk itu. Oleh karena itu, setiap karya cipta yang 
didaftarkan dan mendapat perlindungan salah satunya ialah program 
komputer wajib dihormati dan dihargai.5  
Di dalam Hak Cipta dikenal asas perlindungan otomatis 
(automatical protection), artinya bahwa sebuah karya cipta yang 
diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya 
cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara 
                                                          
3 Hasbir Paserangi, dan Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum 
Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-prinsip 
dalam TRIPs di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 4. 




hukum. Dalam sudut pandang sosial dan budaya, setiap kemunculan 
suatu jenis teknologi ke dalam ruang lingkup masyarakat, pasti akan 
mendorong terjadinya berbagai ciptaan baru. Salah satu ciptaannya yang 
dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang 
Hak cipta Nomor 28 tahun 2014 adalah program komputer, yaitu: 
“seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk   
bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang 
ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu 
atau untuk mencapai hasil tertentu.” 
 
Berdasarkan Konvensi Berne tahun 1971, program komputer 
(software) dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulisan. 
Barulah pada tahun 1976, dengan adanya amandement to the copyright 
yang menambahkan proteksi terhadap hak cipta ke program komputer, 
sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang 
dilindungi oleh hak cipta.6 
gabungan unsur dari telematika yaitu yang terdiri dari 
telekomunikasi, media dan komputer disebut dengan internet. Internet 
(interconnection networking) adalah jaringan komunikasi global yang 
terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer 
dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi 
seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Internet bersifat global alias 
nongeographic yaitu tidak memandang batas-batas geografis, setiap 
orang dapat terhubung satu sama lain dengan mudahnya dengan adanya 
                                                          
6 Muhammad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan 
Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23. 
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internet. Dewasa ini terdapat beberapa media untuk mengakses dunia 
maya atau cyberspace yaitu dengan Wifi, Modem, dan lain-lain. 
Modem merupakan sebuah alat untuk mengakses internet yang 
berbentuk mobile artinya bendanya dapat dimana-mana tanpa adanya 
batas-batas hotspot. Dengan bentuk mobile modem tersebut, maka 
modem tersebut membutuhkan sebuah alat yang dapat menghubungkan 
pengguna modem dengan internet. Alat tersebut sederhananya disebut 
dengan kartu SIM atau SIM Card yang seperti digunakan oleh mobile 
phone lainnya.7 
Perusahaan-perusahaan modem biasanya memberikan kartu/SIM 
khusus untuk modemnya, dan tidak dapat menggunakan kartu jenis 
lainnya, contohnya Modem BOLT yang memiliki kartu/SIM yang bermerek 
BOLT. Kemudian perusahaan-perusahaan modem tersebut menanamkan 
program terhadap modemnya agar modem tersebut tidak dapat 
menggunakan kartu lain, yang bersifat tetap dan dapat melaksanakan 
perintah-perintah tertentu, program tersebut disebut sebagai Firmware. 
Firmware dilindungi sebagai salah satu objek hak cipta. Dewasa ini 
banyak pihak yang melakukan unlocking modem agar modem tersebut 
dapat menggunakan kartu-kartu lain selain kartu khusus yang telah 
ditentukan oleh perusahaan modem tersebut.8 
 Mengenai larangan terhadap unlocking modem tersebut diatur di 
dalam Pasal 52 UU Hak Cipta isinya yaitu: “Setiap orang dilarang 





merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi 
sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau 
produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali 
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau 
diperjanjikan lain”. Jika dikaitkan dengan konteks kasus unlocking modem 
diatas, unsur terpenting yang terkandung yaitu pelaku melakukan 
“tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja 
sebagaimana mestinya” yaitu dengan mengunlocking modem tersebut 
dan menyebabkan firmware tersebut tidak bekerja  sebagaimana 
mestinya. Sebagaimana mestinya disini yaitu modem tersebut bekerja 
sesuai dengan kartu-kartu yang telah ditentukan oleh perusahaan-
perusahaan modem.9  
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu: 
1. Bagaimana Pengaturan Tindakan Unlocking Modem dalam 
Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik? 
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terkait 
Tindakan Unlocking Modem dalam Undang-Undang Hak Cipta dan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? 
 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pengaturan Tindakan Unlocking Modem dalam 
Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta 
terkait Tindakan Unlocking Modem dalam Undang-Undang Hak 
Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu 
pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tindakan 
unlocking modem ditinjau dari undang-undang hak cipta 
dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 
b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka 
khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian 
lebih mendalam mengenai tindakan unlocking modem 
ditinjau dari undang-undang hak cipta dan undang-
undang informasi dan transaksi elektronik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan kuliah pada 




b. Sebagai masukan terhadap pemerintah dalam 

























BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hak Kekayaan Intelektual 
 
1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering 
terdengar di telinga kita. Seolah sudah tidak asing bagi kita untuk 
mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI di dalamnya. 
Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari 
beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi 
awal bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai 
sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam 
kerangka pengaturan di bidangnya.10 
Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah 
ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai 
diberlakukan oleh pemerintah colonial di Indonesia dan disusul dengan 
diberlakukannya UU Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU 
Hak Cipta (Auteurswet 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk 
melengkapi Peraturan Perundang-Undangan tersebut, pemerintah kolonial 
Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris 
pada Tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne 
pada tahun 1914. 
                                                          




Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut 
tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk 
Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan 
pada Tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (Octrooiwet). Adapun 
alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena 
salah satu Pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Disamping itu 
Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan 
perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.11    
Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengundangkan 
UU merek Tahun 1961 (UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU 
Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 
1982). Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi 
Internasional, diantaranya perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dari ketiga 
cabang utama tersebut adalah UU Hak Cipta Tahun 2002 (UU No.19 
Tahun 2002), UU Paten Tahun 2001 (UU No. 14 Tahun 2001) dan UU 
Merek Tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk melengkapi 
keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) UU HKI 
lainnya, yaitu UU perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 
2000), UU Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri 
(UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 
No. 32 Tahun 2000).12 
 
                                                          
11 Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian 




2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif atas 
kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 
Dari kata intelektual, tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah 
kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia yang melahirkan 
karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun 
teknologi, yang berguna untuk manusia.13 
Hak kekayaan intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, 
waktu, pikiran, intuisi, bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut 
menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan 
manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat 
menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya 
intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset 
perusahaan.14 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang 
bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya 
intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif 
yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait 
dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar 
orang lain terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. 
Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar, sehingga 
terdapat pembatasan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena 
                                                          




itu, setiap karya cipta yang didaftarkan dan mendapatkan hak 
perlindungan, wajib dihormati dan dihargai.15 
Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem 
dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, sehingga 
kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat 
dihindarkan. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, 
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk 
keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai 
tambah yang lebih tinggi lagi.16 
Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual 
Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai 
Intellectual Eigendom.17 Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak 
kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, 
hasil kerja rasio.18  
Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan 
Intellectual Property Rights yang kemudian diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih 
tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. 
Alasannya adalah kata “Hak Milik” sebenarnya sudah merupakan istilah 
baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua Hak Atas Kekayaan 
                                                          
15 Ibid. hlm. 45. 
16 Ibid. 
17 Sophar Maru Hutagulung, 1956, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam 
Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87. 
18 OK. Saidin, 2010,  Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9. 
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Intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa 
merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya 
dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental 
rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak 
siaran, dan lain sebagainya.19 
Bila ditelusuri Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari 
benda. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke 
dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu adalah 
pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda 
tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang 
dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut 
paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap 
barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.20 
Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak kekayaan 
Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya sebuah hak 
eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan 
usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan 
kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.21 
WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah lembaga 
internasioanl di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan 
HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: 
                                                          
19 Ibid, hlm. 11. 
20 R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, 
Jakarta, hlm. 155. 




invensi, karya sastra, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di 
dalam perdagangan”. 
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan satu bentuk khazanah 
keilmuan baru yang mencoba membidangi mengenai masalah 
perlindungan terhadap kreasi-kreasi intelektual manusia. Kemunculan HKI 
pada dasarnya mendapat sambutan yang baik dari beberapa Negara 
karena keberadaannya yang sedikit banyak mendukung bagi Negara 
tersebut. Namun penggunaan istilah HKI dalam masalah ini masih sangat 
luas karena bidang-bidangnya yang tercakup dalam beberapa ruang yang 
melingkupinya.22 
Istilah HKI merupakan terjemahan langsung dari intellectual 
property. Selain itu, istilah intellectual property juga dikenal dengan istilah 
intangible property, creative property, dan incorporeal property. WIPO 
sebagai organisasi internasional yang mengurusi bidang ini memakai 
istilah intellectual property yang mempunyai pengertian luas dan 
mencakup antara lain karya kesusastraan, artistik, maupun ilmu 
pengetahuan, dan lain-lain yang dianggap lebih luas dari pada istilah yang 
lain tersebut.23 
Namun, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai masalah ruang 
lingkup HKI ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai masalah 
jenis-jenis benda yang berupa benda berwujud (material) dan benda tidak 
                                                          
22 Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folkor di indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
hlm. 50. 
23 Ibid. hlm. 51. 
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berwujud (immaterial). Jika ditinjau dari cara perwujudannya, HKI pada 
dasarnya berbeda dengan benda berwujud lainnya. Misalnya dalam 
beberapa kasus, seseorang tetap dianggap memiliki hak cipta atas 
bukunya, meskipun buku tersebut secara fisik telah dibeli orang lain. 
Demikian juga sebaliknya, pembeli buku tidak dapat dikatakan sebagai 
pemilik hak cipta secara sah walaupun ia telah membeli buku tersebut. 
Keterkaitan kalimat di depan menunjukkan bahwa HKI merupakan 
kepemilikan yang tidak berwujud, karena keberadaannya abstrak.24 
Di samping itu, menurut BW meskipun terdapat benda yang tidak 
berwujud (immaterial), dalam pasal 499 BW tetap dianggap dan disebut 
sebagai hak. Contoh adalah hak tagih, hak tanggungan, hak kekayaan 
intelektual. Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) 
dapat menjadi objek hak. Jadi hak kekayaan intelektual dapat menjadi 
hak, apalagi kalau dimanfaaatkan oleh pihak lain melalui lisensi.25 
Pengelompokan HKI lebih lanjut dapat dikategorikan dalam 
kelompok sebagai berikut:26 
1. Hak Cipta (Copy Rights) 
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 
Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua 
bagian, yaitu:27 
1. Hak Cipta (Copy Rights) 
                                                          
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 OK. Saidin, S.H., M.Hum., 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Rights), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.  
27 Ibid, hlm. 13. 
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2. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (Neighboring Rights) 
 Hak atas kekayaan perindustrian juga diklasifikasikan menjadi 
beberapa bagian, yaitu:28 
1. Paten (Patent). 
2. Model dan Rancang Bangun (Utility Models). 
3. Desain Industri (Industrial Design). 
4. Rahasia Dagang (Trade Secrets).  
5. Merek Dagang (Trade Marks). 
6. Merek Jasa (Service Marks). 
7. Nama Dagang atau Nama Niaga (Trade Names or Commercial 
Names). 
8. Sebutan asal barang (Appelation Of Origin). 
9. Indikasi Asal Barang (Indication of origin). 
10. Perlindungan Persaingan Curang (Unfair Competition Protection). 
11. Perlindungan Varietas Baru Tanaman (New Varieties of Plants 
Protection). 
12. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuits).  
 
4. Teori Hak Kekayaan Intelektual 
Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan 
Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:29 
a. Natural Right Theory 
                                                          
28 Ibid, hlm. 53-54 
29 Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian 
Kontemporer, Graha Ilmu,  Yogyakarta, hlm. 10 
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  Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk 
mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu 
diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, 
yaitu: 
 First Occupancy 
  Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide 
penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi 
tersebut. 
 A Labor Justification 
  Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan 
Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas 
hasil dari usahanya tersebut. 
  Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, Istilah tersebut 
mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang 
khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang 
mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu 
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat 
berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan 
produk dan proses. 
b. Utilitarian Theory 
  Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan 
reaksi terhadap Natural Right Theory. Menurut Bentham, Natural Right 
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Theory merupakan “simple nonsense”. Kritik ini muncul disebabkan oleh 
adanya fakta bahwa natural right memberikan hak mutlak hanya kepada 
inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut utilitarian theory, negara 
harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat Peraturan 
Perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan 
masyarakat. 
c. Contract Theory 
  Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa 
sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. 
Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang 
paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan 
memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi 
tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum 
diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika 
syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai 
invensi yang tidak dapat dipatenkan. 
B. Hak Cipta 
1. Pengertian Hak Cipta 
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta 
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atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.30  
Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai 
pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari 
pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah.31 
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan 
hak ekonomi, sebagai berikut.32 
1. Hak Moral 
Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri 
pencipta untuk: 
- Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang 
sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, 
- Menggunakan nama alias atau samarannya, 
- Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, 
- Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan  
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi 
ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
reputasinya. 
                                                          
30 Tim Visi Yustisia, 2015, Panduan Resmi Hak Cipta, Visimedia, Jakarta, hlm. 1. 
31 Ibid. 
32 Ibid. hlm. 2-4. 
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Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, 
tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta 
meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta 
dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau 
dirusak, yaitu: 
a. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode 
atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi 
ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses, 
b. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu 
ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam 
hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta 
dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, 
masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi. 
2. Hak Ekonomi 
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang 
hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta 
atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya 
untuk melakukan hal-hal yang mencakup: 
- Penerbitan ciptaan, 
- Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, 
- Penerjemahan ciptaan, 
21 
 
- Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 
ciptaan, 
- Pendistribusian ciptaan atau salinannya, 
- Pertunjukan ciptaan, 
-      Pengumuman ciptaan, 
-      Pengomunikasian ciptaan, dan 
- Penyewaan ciptaan. 
Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan 
izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang 
tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi 
dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan 
ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat 
perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang 
hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. 
Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, 
menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau 
mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame 
atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang 
yang dipotret atau ahli warisnya. 
Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta 
juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih 








- Perjanjian tertulis, atau 
- Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau 
pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan 
kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang 
dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian 
tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis 
lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam 
perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya 
beralih kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. 
Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya 
tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat. 
Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang 
sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia 
untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil 
penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang 
23 
 
memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya 
memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran 
biaya-biaya yang besar.33 
Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah, 
pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian 
diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang 
yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang 
itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs 
Rechts.34  
Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu 
memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak 
pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut 
pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih 
luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.35 
Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa hak cipta 
adalah hak tunggal atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas 
hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan 
kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat 
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Kemudian Universal Copyright Convention dalam pasal V menjelaskan 
bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, 
                                                          
33 OK. Saidin, 2010,  Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 56. 




menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya 
yang dilindungi perjanjian ini.36 
Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:37 
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari 
rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC 
Indonesia, yaitu38: 
1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa 
pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, 
menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama 
samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas 
ceritanya). 
Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus 
merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. 
Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta 
yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu 
bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial).39 
 
                                                          
36 Ok. Saidin, Loc.cit, hlm. 59. 
37 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 
38 Ibid, hlm. 60. 
39 Arif Lutviansori, Op.cit, hlm. 69. 
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2. Ruang Lingkup Hak Cipta 
Ruang lingkup perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat 
(1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi 
Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri 
atas: 
1. Buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 
tulis lainnya; 
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya; 
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan 
pantomim; 
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; 
7. Karya seni terapan; 
8. Karya arsitektur; 
9. Peta; 
10. Karya seni batik atau seni motif lain; 
11. Karya fotografi;  
12. Potret; 
13. Karya sinematografi; 
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14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,  
aransemen, modifikasi dan karya lain dari transformasi; 
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
16.  Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca  
dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
17.  Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut  
merupakan karya yang asli 
Apabila kita liat rincian yang tertera di atas berdasarkan urutan 1 
sampai 13, karya-karya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan 
asli. Sedangkan pada butir 14 sampai 17 merupakan pengolahan 
selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.40 Di mana ciptaan asli merupakan 
hasil karya yang secara murni dibuat oleh penciptanya. Sedangkan 
pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli adalah pengalihwujudan 
dari ciptaan orang lain yang sudah ada sebelumnya. 
 
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 
Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada 
pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa 
perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai 
kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin 
perlindungannya dan dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukan 
                                                          
40 J.C.T. Simorangkir, 1987, Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta, 
Kompas, Jakarta, hlm. 139. 
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terhadap ciptaan tersebut. Adanya jangka waktu perlindungan ini 
diharapkan mampu memberikan perasaan aman bagi penciptanya untuk 
dapat terus melakukan kreasi-kreasi di bidang hak cipta.41 
Konvensi Bern revisi berlin (1908) pada Pasal 7 Ayat (1) mengatur 
bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si 
Pencipta ditambah 50 Tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 Ayat 
(2), (3), dan (4) diatur bahwa untuk karya cipta tertentu Konvensi Bern 
juga menentukan perlindungan yang khusus yaitu: (1) Karya sinematografi 
diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diumumkan; (2) Karya 
cipta yang tidak diketahui penciptanya diberikan perlindungan selama 50 
tahun setelah diketahui masyarakat; (3) Karya cipta fotografi diberi 
perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat.42 
Berdasarkan Konvensi International Hak Cipta (Universal Copyright 
Convention), lamanya perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 4 Ayat 
(2) huruf a, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari 
selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Kemudian 
pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b ditentukan bahwa perlindungan hak cipta ini 
bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. 
Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 Tahun mulai pada saat 
pengumuman atau pendaftaran karya cipta tersebut.43  
                                                          
41 Arif Lutviansori, Op.cit, hlm. 81. 
42 Hasbir Paserangi, dan Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum 
Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-prinsip 
dallam TRIPs di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 46.  
43 Ibid, hlm. 47. 
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Masa perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 58 
sampai Pasal 61 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 
yaitu:44 
a. Hak cipta atas buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga 
yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, 
tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam 
segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, 
patung, atau kolase; karya arsitektur, peta, dan karya seni batik 
atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus 
berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta 
meninggal dunia dan mulai terhitung tanggal 1 januari tahun 
berikutnya. 
b. 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, adalah hak 
cipta karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; 
program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, 
saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 
modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik 
dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau 
                                                          
44 Pasal 58 – Pasal 61 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama 
kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. 
c. Masa berlakunya tanpa batas ialah hak cipta atas ekspresi budaya 
tradisional. 
d. 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman 
atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. 
e. 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan 
pengumuman atas ciptaan berupa karya seni terapan. Karya seni 
terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan 
seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam 
memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, 
motif, atau ornamen pada suatu produk. 
Batas-batas waktu tersebut menentukan berlaku dan berakhirnya 
masa perlindungan satu ciptaan. Oleh karena itu, dengan berakhirnya 
jangka waktu pemilikan tersebut maka jadilah karya cipta itu sebagai karya 
milik umum, kuasa umum (public domain). Pembatasan jangka waktu 
yang ada dalam UUHC di Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak 
cipta yang memberikan batasan. Dengan kata lain, di samping UUHC 
tersebut pembatasan yang sama juga dikenal oleh Auteurswet, Konvensi 
Bern, Universal Copyright Convention, dan berbagai konvensi 
internasional lainnya.45 
 
                                                          
45 Arif Lutviansori, Op.Cit, hlm. 82. 
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4. Pelanggaran Hak Cipta 
Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi 
hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak 
untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, 
atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta.46 
Pada prinsipnya yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi ide 
yang tertuang dalam bentuk materiil (fixed material form) yang dapat 
dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan ide, gagasan, metode, 
informasi, teori, daftar logaritma, atau data tidak dilindungi.47 
Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan 
secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari 
sebuah  ciptaan yang telah ada. Dengan demikian, mengambil ide milik 
orang lain dan menuangkannya dalam bentuk materiil yang baru bukan 
suatu pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, mengopi ekspresi ide orang lain 
atau mengambil bagian yang substansial dari suatu ekspresi ide 
merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang tanpa hak telah 
memperbanyak atau mereproduksi suatu ciptaan.48 
Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan 
pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung 
melakukan pelanggaran hak cipta (direct infringement). Namun demikian, 
dalam sejarah penegakan hukum hak cipta juga berlaku secondary liability 
                                                          
46 Tim Visi Yustisia, 2015, Panduan Resmi Hak Cipta, Visimedia, Jakarta, hlm. 34. 
47 Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 198.  
48 Ibid.  
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theory yang mengenal adanya dua jenis pertanggungjawaban hukum, 
yaitu contributory liability dan vicarious liability dari orang lain yang tidak 
melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung, tetapi mereka secara 
yuridis dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta.49 
C.      Modem 
1.      Sejarah Modem 
  Asal mula sejarah modem itu ditemukan oleh seorang yang 
bernama Dennis C. Hayes yang menemukan modem untuk komputer 
personal (PC) pada tahun 1977, yang hasilnya mampu mendirikan 
teknologi paling penting yang membuat dunia sekarang ini bisa menjadi 
selalu online, serta membangkitkan industri internet menjadi tumbuh 
berkembang. Hayes menjual produk modem bernama Hayes kepada para 
penggemar komputer di bulan April 1977, dan kemudian mendirikan 
perusahaan D.C. Hayes Associates, Inc., yang belakangan terkenal 
dengan nama Hayes Corp, pada Januari 1978. Produk pertamanya 
adalah modem board untuk bus s-100 dan kemudian untuk komputer 
Apple II, ia menemukan command set untuk Hayes Standard AT yang 
pertama kali diperkenalkan untuk modem PC di bulan Juni 1981. 
  Selanjutnya produk Hayes, SmartModem dengan cepat menjadi 
standar yang dengan kompatibel modem telah diukur dengan seksama, 
sehingga perusahaan kemudian mulai berkembang dengan cepat. 




  Setelah dengan sukses mengarahkan perusahaan melakukan 
sebuah merger, yang akhirnya menghasilkan sebuah perusahaan baru 
yang memiliki kebijakan menjadi perusahaan publik dari Hayes 
Corporation menjadi Dennis C. Hayes kemudian memutuskan untuk 
pensiun sebagai Chairman pada akhir tahun 1998, untuk kemudian 
melanjutkan ketertarikannya pada industri yang lain, diantaranya pada 
Association of Online Professionals. 
  Modem berasal dari singkatan Modulator Demodulator. Modulator 
merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal 
pembawa (carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator 
adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau 
pesan) dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut 
dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-
duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap 
perangkat komunikasi jarak jauh dua-arah umumnya menggunakan 
bagian yang disebut “modem”, seperti VSAT, Microwave Radio, dan lain 
sebagainya, namun umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai 
Perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. 
  Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada 
modem untuk diubah menjadi sinyal analog, ketika modem menerima data 
dari luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal 
digital supaya dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog 
tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti 
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telepon dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut 
diubah menjadi sinyal digital kembali dan dikirimkan kepada komputer. 
Terdapat dua jenis modem secara fisiknya, yaitu modem eksternal dan 
modem internal.50 
2. Pengertian Modem 
Modem yaitu singkatan dari modulator dan demodulator. Modulator 
berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal 
informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim ke pengguna melalui 
media tertentu, proses ini biasa disebut dengan proses modulasi. pada 
proses ini data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah 
menjadi sinyal analog. Sedangkan Demodulator berfungsi sebagai proses 
mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim. Pada proses ini 
data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data yang berupa sinyal 
analog akan diubah kembali menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh 
komputer.51 
3. Fungsi Modem 
Fungsi modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi 
untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal 
analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan/data ke alamat yang 
                                                          
50 Ragelpangestu, sejarah singkat modem, 
https://ragelpangestuxiv.wordpress.com/2014/10/27/sejarah-singkat-modem/, diakses 2 Juni 
2016, jam 10.35 WITA. 
51 Solusikompi, pengertian dan fungsi modem, 
http://solusikompi.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-dan-fungsi-modem.html, diakses 2 Juni 
2016, jam 11.08 WITA. 
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dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan 
komputer kita ke jaringan internet. 
Secara umum fungsi modem adalah sebagai berikut:52 
1. Flow Control 
Setiap modem memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
kecepatan mengirimkan sinyal. Fungsi modem sebagai flow control adalah 
modem dapat menyesuaikan kecepatan, baik itu menerima atau 
mengirimkan data agar tidak terjadi Overload. 
2. Mengoreksi Error 
Fungsi modem selanjutnya adalah mengoreksi error. Modem 
memiliki kemampuan dalam mendeteksi error. Yang dimaksud disini 
adalah modem mampu mendeteksi apakah ada kerusakan pada informasi 
atau data yang diterima. Ketika modem mendeteksi adanya error, modem 
akan membagi informasi tersebut ke dalam paket atau yang biasa disebut 
dengan frame. 
3. Mengkompresi Data 
Modem juga berfungsi untuk mengkompresi data. Kompresi yang 
dilakukan dalam mengkompresi data dilakukan bersama dalam satuan bit 
yang dikirim. Modem akan mengelompokkan bit secara bersama dan 
selanjutnya akan mengkompresi mereka. 
 
 
                                                          
52 Kopi ireng, pengertian modem, jenis modem, dan fungsi., http://www.kopi-




4. Jenis-Jenis Modem 
1. Modem analog 
Data yang diterima oleh modem analog adalah dalam bentuk sinyal 
analog. Melalui jaringan transmisi data, data dalam bentuk sinyal analog 
tersebut selanjutnya diubah menjadi data digital untuk dikirimkan ke 
komputer, atau bisa juga sebaliknya. Modem analog juga disebut dengan 
modem dial up karena modem ini juga bisa digunakan untuk koneksi dial 
up dengan menggunakan jaringan telepon. 
2. Modem DSL 
Modem DSL (Digital Subscriber Line) adalah modem yang 
digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Modem ini 
dirancang untuk kebutuhan koneksi berkecepatan tinggi. Karena itulah 
modem DSL dianggap mempunyai koneksi yang lebih cepat dibanding 
koneksi dial up internet. 
3. Modem Kabel 
Modem kabel adalah modem yang digunakan untuk 
menghubungkan komputer dengan sambungan TV kabel. Sambungan TV 
kabel ini memiliki koneksi internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps 
downstream dan 2,5 Mbps upstream. 
4. Modem CDMA 
Modem CDMA (Code Division Multiple Access) ialah jenis modem 
yang menggunakan teknologi CDMA dan bekerja dengan menggunakan 
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jaringan CDMA. Modem CDMA memiliki frekuensi ultra tinggi, yaitu 800-
1900 Hz. 
5. Modem GSM 
Modem GSM adalah modem mentransfer data dengan 
menggunakan telepon selular. Koneksi pada modem GSM bisa 
menggunakan seluruh provider apapun, asalkan kartu tersebut adalah 
provider GSM.53 
5. Pengertian Unlocking Modem dan Firmware 
Unlocking modem dilakukan dengan cara mengubah/modifikasi 
firmware dari modem tersebut. Firmware, menurut berbagai sumber yang 
di peroleh, adalah program yang ditanamkan ke dalam hardware yang 
bersifat tetap agar hardware tersebut dapat melaksanakan perintah-
perintah tertentu. Misalnya, lampu lalu lintas yang di dalamnya sudah 
ditanamkan firmware dapat menyala pada perhitungan waktu tertentu 
sesuai perintah dalam aplikasi firmware-nya. 
Melihat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta salah satu diantara Ciptaan yang dilindungi adalah Program 
Komputer. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang 
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk 
                                                          
53 Kopi ireng, pengertian modem, jenis modem, dan fungsi, http://www.kopi-




apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu 
atau untuk mencapai hasil tertentu. 
UUHC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 
“komputer". Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang mendefinisikan Komputer sebagai alat untuk memproses data 
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, 
aritmatika, dan penyimpanan. 
Dengan pemahaman di atas, firmware dapat dikatakan sebagai 
program komputer karena firmware dapat dianggap sebagai instruksi yang 
disampaikan dengan tujuan agar suatu alat pemroses (komputer) dapat 
bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. 
Oleh karenanya, dalam perspektif HKI, firmware dapat dilindungi oleh 
rezim Hak Cipta sebagai suatu program komputer. 
Perlu dicatat bahwa Hak Cipta merupakan salah satu rezim HKI 
yang perlindungannya timbul tanpa memerlukan pendaftaran. Sehingga, 
apabila firmware yang bersangkutan belum didaftarkan, hal itu tidak akan 
mengurangi perlindungan hak cipta terhadapnya. Dengan demikian 
firmware termasuk objek Hak Cipta yang dilindungi Undang-Undang. 
”Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, 
atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan 
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sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak 
Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan 
keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.” 
Dalam Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta di atas, 
sarana kontrol teknologi dimaknai sebagai setiap teknologi, perangkat, 
atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi 
tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik 
hak terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.  
Melihat ketentuan di atas, apabila suatu firmware sebagai suatu 
ciptaan dan terdapat sarana kontrol teknologi yang dibuat untuk 
mencegah seseorang mengubah cara kerja firmware tersebut (baik 
melalui proses instalasi firmware asing ataupun memodifikasi cara kerja 
firmware) dan/atau sarana kontrol teknologi tersebut dibuat menjadi tidak 
berfungsi, maka dapat dikatakan orang yang melakukannya telah 
melanggar ketentuan Pasal 52 UUHC. 
Persoalan unlocking modem juga bisa dianalisa dalam Undang-
Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE terkait dengan 
permasalahan unlocking modem, antara lain: 
1. Pasal 30 Ayat (3) – larangan untuk dengan sengaja dan tanpa hak 
atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem 
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elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, 
melampaui, atau menjebol sistem pengaman; 
2. Pasal 33 – larangan untuk dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat 
terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem 
elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; 
3. Pasal 36 – larangan melakukan, kedua hal di atas apabila 
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 
Dengan mengacu pada beberapa pasal tersebut, pelaku unlocking 
modem dapat saja dianggap melakukan tindakan yang mengakibatkan 
sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33 
UU ITE) atau pelaku unlocking telah menerobos sistem pengaman yang 
dirancang pada firmware bawaan modem tersebut (Pasal 30 Ayat (3) UU 
ITE). Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, 
maka dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 




                                                          
54 Hukumonline, unlocking modem, tindak pidana atau bukan, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ee5623359b4/unlocking-modem--tindak-pidana-






A. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai 
sistem norma.55 Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-
asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan 
mengkaji dan menganalisis substansi peraturan Perundang-undangan 
atas pokok permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dalam karya 
ilmiah ini. 
B. Pendekatan penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu 
pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 
konseptual (conseptual approach). 
1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari perundang-undangan dan 
catatan-catatan resmi. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
                                                          




b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
2. Bahan Hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum, 
karya ilmiah bidang hukum, media internet, dan data-data yang 
mendukung dalam penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan yang Penulis gunakan untuk 
memperoleh data dan informasi yaitu melalui penelitian kepustakaan 
(Library Research), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 
mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum primer, 
yaitu perundang-undangan yang relevan dan bahan sekunder yaitu, buku 
(literatur-literatur hukum), jurnal, karya ilmiah bidang hukum, media 
internet yang berkaitan dengan penulisan ini. 
D.  Analisis Hukum 
Setelah semua bahan-bahan yang dimaksud lengkap kemudian 
diidentifisir dengan masalah yang diteliti, diolah dan dianalisis secara 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Tindakan Unlocking Modem dalam UU Hak Cipta 
dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik 
Konsep hak kekayaan intelektual menjadi sebuah perangkat dalam 
memberikan perlindungan terhadap segala hasil produksi kecerdasan 
daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis, dan 
lain-lain yang memiliki nilai guna untuk manusia.  
Ruang lingkup HKI terbagi menjadi dua hak yaitu hak cipta dan hak 
kekayaan industri. Hasil karya yang termasuk Hak Cipta antara lain hasil 
karya dibidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, buku, software dan masih 
banyak lagi yang berupa karya asli dari pencipta. Dalam teknologi 
informasi menghasilkan banyak karya cipta yang perlu mendapatkan 
apresiasi dalam hak cipta. Permasalahan yang paling mendasar adalah 
kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap penghargaan hasil karya 
orang lain, sehingga terjadi pelanggaran hak cipta.  
Pada era modernisasi, kebutuhan akan produk ilmu pengetahuan 
terus bermunculan, akan tetapi di sisi lain daya beli terhadap produk baru 
semakin menurun. Kondisi demikian pun mendorong masyarakat untuk 
berusaha mendapatkan produk teknologi informasi tersebut dengan 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan norma hukum 
demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  
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Berdasarkan persoalan tersebut, maka penting untuk menanamkan 
kesadaran akan perlindungan terhadap HKI bagi masyarakat. Apabila 
informasi tentang HKI dapat tersalurkan dengan baik, masyarakat pun 
dapat lebih mengetahui segala bentuk tindakan yang merupakan 
pelanggaran dalam HKI sehingga implikasinya masyarakat dapat 
menghindari pelanggaran tersebut dan di sisi lain masyarakat pun lebih 
termotivasi untuk berinovasi menciptakan karya baru yang bebas dari 
segala bentuk plagiasi atau pelanggaran HKI.56 
Hak kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai suatu hak 
personal yang bersifat yuridis semata, tetapi juga memiliki aspek 
ekonomis dan industrialis. Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan 
intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai 
ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang 
menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu negara. Secara 
ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual 
berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau 
untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut.  
Hak ekslusif juga berfungsi sebagai sarana controler bagi 
pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak 
menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis dari kekayaan 
intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi 
                                                          
56 Muhamad Danuri, “Peningkatan Profesionalisme Karya Cipta Teknologi Informasi dengan 
HAKI”, dalam jurnal Manajemen Informatika (semarang, 2015), hlm. 84. 
44 
 
suatu ciptaan tidak diubah secara sembarangan, dan berbagai fungsi-
fungsi lainnya.57 
Kategori lain dari penegakan hukum adalah terkait dengan sarana 
kontrol teknologi dan sarana ini dianggap oleh sebagian orang sebagai 
satu-satunya cara praktis untuk mencegah pelanggaran khususnya untuk 
mencegah perbanyakan keseluruhan ataupun untuk membuat kualitas 
karya tiruan hasil pelanggaran jauh lebih buruk dari yang asli agar 
tindakan pelanggar menjadi sia-sia. Secara teknis, sarana ini paling 
praktis untuk mencegah pembobolan akses dan content.58 
Instrumen hukum sarana kontrol teknologi yang dimuat dalam 
Undang-Undang Hak Cipta adalah media yang baru dalam instrumen 
hukum hak cipta. Sarana kontrol teknologi tersebut menjadi aspek yang 
sangat penting karena hal ini berhubungan dengan aspek pendaftaran, 
pencatatan dan pengamanan hak cipta serta digunakan sebagai 
pelindung ciptaan atau produk hak terkait. Oleh karena itu, Undang-
undang Hak Cipta memberi penegasan agar setiap orang tidak melakukan 
pengrusakan, pemusnahan, penghilangan, atau membuat tidak berfungsi 
sarana kontrol teknologi, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan 
keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, atau diperjanjikan oleh pencipta dengan pihak lain 
terkait.59 
                                                          
57 Elyta Ras Ginting, op.cit, hlm. 7. 
58 Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 251. 
59 OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights) Edisi 
Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 292. 
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Beberapa produk karya intelektual memiliki hak cipta, misalnya 
dalam bentuk film, video, audio, lagu, lukisan, tulisan, teknologi (perangkat 
keras komputer, perangkat lunak komputer, maupun keduanya), dan lain-
lain. Dengan adanya hak cipta ini, pemilik hak cipta memiliki kepastian dan 
perlindungan hukum di dalam pendistribusian dan pengembangan produk 
karya mereka.60 
Perkembangan zaman yang juga berbanding lurus dengan 
maraknya pelangggaran terkait hak cipta sangat mempengaruhi motivasi 
para pencipta dan hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi pencipta 
atau pemegang hak terkait berpengaruh besar terhadap runtuhnya 
kreativitas makro Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan proteksi yang 
lebih baik lagi dalam hal perlindungan hak cipta agar produktivitas dan 
kreasi anak bangsa dapat berkembang. 
Perlindungan terhadap hak cipta merupakan bentuk dari 
perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan tangung 
jawab Negara. Dalam konteks perlindungan tersebut, UUD NRI 1945 pada 
pasal 28 C Ayat 1 menyatakan bahwa : 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia” 
 
salah satu poin yang diatur dalam pasal diatas adalah perlindungan 
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari ilmu 
                                                          
60 I Putu Agus Eka Pratama, 2014, Komputer & Masyarakat, Informatika, Bandung, hlm. 314. 
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pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan 
kualitas hidupnya. Upaya dalam perlindungan hak tersebut adalah dengan 
disusunnya UU terkait hak cipta. UU HAK CIPTA disusun dengan 
memperhatikan kondisi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya yang begitu pesat sehingga dianggap perlu untuk 
meningkatkan perlindungan terhadap pemegang hak cipta dan hak 
terkait.61 
Beberapa contoh pelanggaran atas kekayaan intelektual tersebut di 
antaranya adalah membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi, 
adanya plagiat terhadap hasil karya cipta manusia (dalam bentuk 
teknologi, seni, sastra, produk barang maupun jasa) oleh suatu pihak, baik 
disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini selain menimbulkan kerugian 
material (dalam bentuk uang), juga menimbulkan perasaan tidak senang, 
tidak puas, was-was, yang berujung kepada penurunan kreativitas 
manusia. Perasaan tidak aman dan tidak nyaman terhadap hasil karya 
mereka, menyebabkan masyarakat menjadi lesu di dalam melakukan 
produktivitas, inovasi, dan mengembangkan kreativitas mereka. Belum 
lagi biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan 
karya dan produk yang mengusung kekayaan intelektual tersebut.62 
Pengakuan secara sepihak terhadap suatu karya seringkali 
menimbulkan perselisihan dan ketidakpuasan. Tidak hanya dalam konteks 
suatu individu dan individu lain, tapi juga dalam konteks perselisihan antar 
                                                          
61 Lihat konsederan bagian menimbang huruf B undang-undang hak cipta 
62 I Putu Agus Eka Pratama, Loc.cit. 
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bangsa yang sering kali menimbulkan disharmonisasi dan ketegangan 
sosial sebagaimana tragedi pengakuan sepihak budaya Reog Ponorogo 
oleh Negara malaysia. Untuk itulah hak kekayaan intelektual diharapkan 
mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian masalah 
tersebut tentu harus dilaksanakan melalui pengaturan dalam hal ini adalah 
melalui hukum positif yang berlaku. Perlindungan tersebut diharapkan 
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas agar kreativitas 
masyarakat dapat berkembang dengan baik. 
Berdasarkan pertimbangan uraian dari Pengaturan Tindakan 
Unlocking Modem dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dipahami terlebih dahulu 
bagaimana mekanisme unlocking modem tersebut dilakukan.  
Modem berasal dari singkatan Modulator Demodulator. Modulator 
merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal 
pembawa (carrier) dan siap untuk dikirmkan, sedangkan Demodulator 
adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau 
pesan) dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut 
dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-
duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap 
perangkat komunikasi jarak jauh dua-arah umumnya menggunakan 
bagian yang disebut “modem”, seperti VSAT, Microwave Radio, dan lain 
sebagainya, namun umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai 
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perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada 
Komputer.63 
Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada 
modem untuk diubah menjadi sinyal analog, ketika modem menerima data 
dari luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal 
digital supaya dapat diproses lebih lanjut oleh Komputer. Sinyal analog 
tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti 
telepon dan radio. Selanjutnya, saat tiba di modem tujuan, sinyal analog 
tersebut diubah menjadi sinyal digital kembali dan dikirimkan kepada 
komputer.64 
Suatu modem sebagai hasil karya cipta memiliki beberapa Hak 
kekayaan Intelektual yang melekat di produk tersebut Misalnya, “merek” 
Bolt akan dilindungi ketentuan mengenai Hak atas Merek, “desain produk” 
modem akan dilindungi ketentuan tentang Hak atas Desain Industri, 
“program komputer” yang ada di dalam produk tersebut dilindungi oleh 
Hak Cipta. 
Penjelasan secara eksplisit terkait spesifikasi modem Bolt 
sebagaimana penulis kutip dari halaman wikipedia.org adalah sebagai 
berikut:65 
Bolt Super 4G LTE (sering disebut  Modem Bolt) adalah operator 
4G LTE pertama di Indonesia. Untuk menyelenggarakan 4G Long Term 
Evolution (LTE), Internux mengeluarkan investasi senilai 550 juta dollar 
                                                          
63 Ragelpangestu, sejarah singkat modem, Loc.cit 
64 Solusikompi, pengertian dan fungsi modem, Loc.cit 
65  Id.wikipedia.org diakses pada tanggal 11 november 2016 pukul 02.05 
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AS atau sekitar Rp. 6,3 triliun, untuk menyewa menara BTS hingga 
menyediakan perangkat mobile wi-fi di pasar. 
 Bolt merupakan layanan pita lebar seluler 4G Long Term Evolution 
pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh PT. Internux, pada tanggal 14 
November 2013. Bolt menawarkan kecepatas akses internet hingga 72 
Mbps. Bolt hanya melayani akses data, tidak dapat digunakan untuk 
telepon dan sms. Jaringan 4G LTE Internux berjalan di pita frekuensi 2,3 
GHz dengan menerapkan teknologi time division duplex long tern 
evolution (TDD LTE). Di frekuensi tersebut, Internux menggunakan lebar 
pita 15 MHz untuk menggelar 4G LTE.  
Saat ini Bolt mencakup kawasan Jabodetabek pada tahun 2015, 
Internux menargetkan memiliki 3.500 menara BTS untuk meningkatkan 
kualitas layanan. Internux merupakan perusahaan telekomunikasi yang 
memiliki lisensi broadband wireless access (BWA). Oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, operator dengan lisensi BWA, termasuk 
Internux, First Media, Berca, IM2, dan Jasnita, hanya diizinkan menggelar 
layanan data (internet). Pada tanggal 26 maret 2015, Bolt berhasil meraih 
penghargaan prestisius dalam ajang Indonesia WOW Brand 2015: Telco, 
Gadget & Broadcast TV yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc. di The 
Ritz-Carlton, Jakarta. Penghargaan Indonesia WOW Brand 2015 
diserahkan oleh Hermawan Kartajaya, Founder & President of MarkPlus, 
Inc. dan diterima langsung oleh Dicky Moechtar selaku Chief Executive 
Officer Bolt Super 4G LTE.  
Bolt akan melakukan berbagai langkah untuk memperkuat 
layanannya dengan berfokus pada inovasi yang bernilai tambah guna 
mendukung kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia. Penghargaan 
ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh MarkPlus, Inc. 
terhadap merek yang mampu mencapai tingkat advocacy ratio tertinggi 
dalam kategorinya sesuai konsep WOW marketing. Bolt Super 4G LTE 
dinilai sebagai merek yang berhasil mengubah kesadaran (awareness) 
konsumen menjadi anjuran/dengan sukarela merekomendasikan kepada 
orang lain (advocary) dan tindakan membeli (purchase action). Penetapan 
pemenang dilakukan berdasarkan hasil survey melalui telepon (phone 
survey) pada Januari hingga Februari 2015 terhadap 1.350 responden 
yang dipilih secara acak dari 18 kota besar di berbagai wilayah di 
Indonesia termasuk Jabodetabek dan Medan. 
50 
 
Perusahaan-perusahaan modem biasanya memberikan kartu/SIM 
khusus untuk modemnya, dan tidak dapat menggunakan kartu jenis 
lainnya, contohnya Modem BOLT yang memiliki kartu/SIM yang bermerek 
BOLT. Kemudian perusahaan-perusahaan modem tersebut menanamkan 
program terhadap modemnya agar modem tersebut tidak dapat 
menggunakan kartu lain yang bersifat tetap dan dapat melaksanakan 
perintah-perintah tertentu, program tersebut disebut sebagai Firmware. 
Firmware dilindungi sebagai salah satu objek hak cipta. Dewasa ini 
banyak pihak yang melakukan unlocking modem agar modem tersebut 
dapat menggunakan kartu-kartu lain selain kartu khusus yang telah 
ditentukan oleh perusahaan modem tersebut.66 
Sepanjang penelusuran, unlocking modem dilakukan dengan cara 
mengubah/modifikasi firmware dari modem tersebut. Firmware, adalah 
program yang ditanamkan ke dalam hardware yang bersifat tetap agar 
hardware tersebut dapat melaksanakan perintah-perintah tertentu. 
Firmware dapat dikatakan sebagai program komputer dan dilindungi oleh 
hak cipta. 
Ditinjau secara yuridis, pada Undang-Undang Hak Cipta salah satu 
di antara Ciptaan yang dilindungi adalah Program Komputer. Program 
Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk 
bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar 
                                                          
66 Muhammad Djumhana, Op.Cit. hlm. 23. 
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komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil 
tertentu. 
Undang-Undang hak Cipta tidak mendefinisikan apa yang 
dimaksud dengan “komputer”. Oleh karenanya, pada Pasal 1 angka 14 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang mendefinisikan Komputer sebagai alat untuk memproses 
data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi 
logika, aritmatika, dan penyimpanan. 
Firmware dapat dikatakan sebagai program komputer karena 
firmware dapat dianggap sebagai instruksi yang disampaikan dengan 
tujuan agar suatu alat pemroses (komputer) dapat bekerja melakukan 
fungsi tertentu untuk atau mencapai hasil tertentu. Oleh karenanya, dalam 
perspektif HKI, firmware dapat dilindungi oleh rezim Hak Cipta sebagai 
suatu program Komputer. 
Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan salah satu rezim HKI yang 
perlindungannya timbul tanpa memerlukan pendaftaran. Apabila firmware 
yang bersangkutan belum didaftarkan, hal itu tidak akan mengurangi 
perlindungan hak cipta terhadapnya. Dengan demikian firmware termasuk 
objek Hak Cipta yang dilindungi Undang-Undang. Dapat disimpulkan, 
apabila suatu firmware merupakan suatu ciptaan yang dimana terdapat 
sarana kontrol teknologi yang dibuat untuk mencegah seseorang 
mengubah cara kerja firmware tersebut (baik melalui proses instalasi 
52 
 
firmware asing ataupun memodifikasi cara kerja firmware) dan/atau 
sarana kontrol teknologi tersebut dibuat menjadi tidak berfungsi, maka 
dapat dikatakan orang yang melakukannya telah melanggar UU Hak 
Cipta. 
Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan Pasal yang terkait 
dengan unlocking modem adalah Pasal 52 UUHC yang menentukan 
bahwa : 
“Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, 
atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang 
digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk hak terkait serta 
pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan Negara, serta sebab lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.” 
 Dalam penjelasan Pasal 52, yang dimaksud dengan “sarana kontrol 
teknologi” adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang 
dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan 
oleh Pencipta, Pemegang hak Cipta, pemilik Hak terkait, dan/atau yang 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 
Adapun ketentuan Pasal yang terkait dalam Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik menyangkut persoalan unlocking 
modem, antara lain : 
1. Pasal 30 Ayat (3) – larangan untuk dengan sengaja dan tanpa hak 
atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem 
elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, 
melampaui, atau menjebol sistem pengaman; 
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2. Pasal 33 – larangan untuk dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat 
terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem 
elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; 
3. Pasal 36 – larangan melakukan, kedua hal di atas apabila 
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. 
Penjelasan terhadap Pasal 30 Ayat (3), Sistem pengamanan 
adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke 
dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi 
pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.  
Dengan mengacu pada beberapa pasal tersebut, pelaku unlocking 
modem dapat saja dianggap melakukan tindakan yang mengakibatkan 
sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33 
UU ITE) atau pelaku unlocking modem telah menerobos sistem pengaman 
yang dirancang pada firmware bawaan modem tersebut (Pasal 30 ayat (3) 
UU ITE). Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang 
lain, maka hal tersebut telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 36 UU ITE.67 
 
                                                          
67 Hukumonline, unlocking modem, tindak pidana atau bukan, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ee5623359b4/unlocking-modem--tindak-pidana-
atau-bukan , diakses 11 Oktober 2016, jam 20.58 WITA. 
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B. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terkait Tindakan 
Unlocking Modem dalam UU Hak Cipta dan UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
Dalam bahasa inggris, istilah teori perlindungan hukum dikenal 
dengan legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda teori 
perlindungan hukum disebut dengan van de wettelijke bescherming.68 
Perlindungan hukum adalah suatu kaidah-kaidah hukum untuk 
melindungi individu-individu dalam semua kegiatan interaksi sosial. 
Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan 
yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum 
baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.69 
Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 
lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.70 
Hak yang diberikan dalam konsep hak kekayaan intelektual bersifat 
eksklusif yang berarti hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh 
orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang 
dihasilkan.71 Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang 
                                                          
68 Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 
Surabaya, hlm. 2. 
69 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54. 
70 Tomi Suryo Utomo, Op.cit, hlm. 13. 
71 Abdulkadir Muhammad, 2001, Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 1. 
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lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin dari 
pemegang hak. 
Pada era modernisasi saat ini, inovasi adalah salah satu modal 
utama bagi setiap individu maupun perusahaan untuk tumbuh dan 
berkembang. Inovasi yang merupakan hasil pemikiran seseorang atau 
institusi yang kemudian tercermin pada karya yang dihasilkan merupakan 
hal penting yang harus dihargai dan mendapat perlindungan. Hal ini juga 
termasuk karya-karya intelektual dalam bidang teknologi informasi dan 
komunikasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.72 
Penggunaan Teknologi Informasi memiliki dampak yang besar 
pada masyarakat. Namun, pada akhirnya perkembangan penggunaan 
teknologi tersebut berdampak terhadap berbagai bentuk kejahatan, 
privasi, individualitas, pemberian kerja, kesehatan, serta kondisi kerja. 
Selain memiliki hasil yang bermanfaat, teknologi informasi juga memilih 
pengaruh yang merusak. Teknologi ibaratnya seperti pedang bermata 
dua. Pada satu sisi dapat digunakan untuk keperluan yang dapat 
membantu keperluan yang bermanfaat dan satu sisi lainnya dapat 
mengakibatkan hal negatif dan memiliki pengaruh yang merusak.  
Masalah privasi yang muncul terhadap penggunaan teknologi 
informasi untuk mengakses atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa 
otorisasi dan juga untuk pembuatan profil komputer, pencocokan 
                                                          
72 Silvester Sila Wedjo, 2006, Teknologi Informasi dan Komunikasi, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 2. 
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komputer, serta berbagai bentuk pencemaran nama baik. Adapun 
masalah tindakan kejahatan pada komputer yang dapat mengancam 
aktivitas antara lain hacking, virus, worm komputer, pencurian dunia maya, 
penggunaan yang tidak sah hingga pembajakan hak cipta intelektual.73 
Dalam upaya mengatasi masalah-masalah pada penggunaan 
teknologi informasi, para manajer, praktisi bisnis, maupun pakar sistem 
informasi dapat melaksanakan suatu bentuk tanggung jawab etika dan 
menerapkan manajemen berpengetahuan dalam teknologi informasi demi 
penggunaan teknologi informasi yang bermartabat. Pada dasarnya, 
aktivitas bisnis dan teknologi informasi perlu untuk melibatkan banyak 
pertimbangan etika. Prinsip dasar etika teknologi dan bisnis dapat 
berfungsi sebagai petunjuk bagi para praktisi bisnis ketika berhubungan 
dengan isu etika bisnis yang dapat muncul dalam penyebaran 
penggunaan teknologi informasi di bisnis serta masyarakat. 
Perlindungan baik terhadap karya cipta, hak, dan kepentingan 
pencipta maupun pemegang hak cipta ini ternyata belum membuahkan 
hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dalam relitas bahwa hak cipta seperti 
unlocking modem semakin merajalela dan seolah aparat penegak hukum 
tidak mempunyai kuasa apapun atas pelanggaran-pelanggaran tersebut 
dibidang hak cipta. Padahal, tindakan unlocking modem tidak hanya 
menimbulkan kerugian bagi pencipta, akan tetapi juga menimbulkan 
kerugian bagi Negara. Namun dalam hal ini pemerintah kesulitan untuk 
                                                          
73 Tim Dosen Ilmu Komputer/Informatika Undip, Teknologi Informasi dan Komunikasi, hlm. 60. 
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menjerat pelakunya dengan proses hukum, kesulitan tersebut disebabkan 
tertatanya secara rapi jalur peredaran barang-barang hasil pembajakan 
dan membuat barang tersebut menjadi tidak berfungsi, ataupun jikalau 
telah ditemukan secara nyata bahwa terjadi pelanggaran hak cipta 
kendalanya kemudian adalah kuatnya backing yang melindungi para 
pelaku yang mengubah/memodifikasi firmware.74 
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur PT 
Internux (Bolt) Dicky Moechtar yang mengaku pihaknya memiliki daftar 
panjang berisi orang-orang yang “unlock” modem Bolt. Beliau 
mengungkapkan lebih lanjut:75 
“Pasalnya pelaku “unlock” dapat terdeteksi dengan mudah melalui 
deteksi IMEI. Dia menjelaskan pelaku unlock dapat diketahui dengan 
mudah oleh sistem Bolt melalui IMEI milik perangkat. Bahkan, bukan 
Cuma Bolt saja yang bisa mengetahuinya, operator lain yang kartu SIM-
nya disematkan dalam modem Bolt “unlock” itu juga bisa mengetahui hal 
tersebut. Nomor IMEI dan sejumlah informasi lain dari modem memang 
secara otomatis akan ditarik oleh jaringan saat perangkat terkoneksi. 
Maka operator pun dapat melihat jenis modem hingga kartu SIM yang 
digunakan disana.” 
Begitupun yang diungkapkan oleh pihak Bolt dalam sebuah sesi 
bersama media di Exodus, Kuningan City, Rabu (5/5/2015) sore. Beliau 
mengungkapkan: 
“Kalau modem di ubah firmwarenya, jaringan kita bisa 
memantaunya melalui IMEI. Jaringan itu kan membawa informasi IMEI 
dari dalam perangkatnya,”  
                                                          
74 Lihat Budi Ruhiatudin, “Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HaKI)”, dalam jurnal Sosio-Religia (Yogyakarta : LinkSAS, 2003), hlm. 538. 




Namun, sejauh analisis yang penulis lakukan pihak Bolt saat ini 
telah melaporkan satu pelaku saja, yaitu Cumi Laut Software 
Development. Tujuannya adalah sebagai contoh agar pelaku lainnya 
berhenti melakukan tindakan serupa. 
Terkait praktek unlock perangkat modem Bolt yang diperjualbelikan 
secara bebas oleh toko Cumi Laut Software Development. Bolt telah 
melakukan proses penegakan hukum, guna menghentikan tindakan ilegal 
dari para pelaku jasa unlock. PT Internux selaku penyedia layanan 
internet dengan brand Bolt Super 4G LTE mempidanakan kasus unlock 
modem Bolt yang diperjualbelikan oleh toko Cumi Laut Software 
Development. Kasus unlock perangkat Bolt seperti yang diduga dilakukan 
oleh toko Cumi Laut Software Development merupakan tindakan ilegal 
yang telah melangggar hak cipta dan merugikan klien. 
 Penegakan hukum perlu dilakukan untuk menghentikan tindakan 
ilegal pelaku jasa unlock modem Bolt. PT internux telah mengambil 
langkah hukum yang tegas terhadap pemilik toko Cumi Laut Software 
Development dengan melaporkannya secara pidana kepada pihak yang 
berwajib dan kasusnya saat ini telah sampai pada tahap persidangan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor perkara 
416/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. Toko Cumi Laut Software Development 
dilaporkan atas perusakan sarana Teknologi Perangkat Modem Bolt 
(unlock device), memperjual-belikan modem Bolt yang telah diubah 
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firmwarenya dan Perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Undang-
undang Hak Cipta.  
Toko Cumi Laut Software Development telah dijerat Undang-
undang Nomor 28 tahun 2014, Pasal 52 tentang Hak Cipta yakni pasal 
yang mengatur tindakan pelanggaran Hak Cipta (Modem Bolt). Selain toko 
Cumi Laut Software Development, Internux akan melanjutkan penindakan 
hukum terhadap para pelaku jasa unlock lain demi melindungi hak 
pelanggan.76 
Adapun alasan lain dari Pihak Bolt untuk menindak tegas pelaku 
unlock adalah mengurangi kerugian yang diderita Bolt dan rekanan 
perangkatnya. Modem MiFi Bolt yang ada di pasar, dapat dijual dengan 
harga murah karena subsidi yang dilakukan mereka bersama rekanan 
pembuat perangkat. Dari harga yang wajarnya di kisaran  Rp.600.000 
hingga 800.000 rupiah, modem MiFi tersebut dapat ditekan hingga 
mencapai Rp. 399.000. Sementara itu para pelaku unlock justru 
menjualnya lebih mahal dari harga subsidi yang ditawarkan Bolt. Tindakan 
tersebut memacu kerugian.  
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Pihak Bolt. Pihak 
Bolt mengungkapkan:77 
“Kami pada dasarnya telah menurunkan harganya dengan cara 
subsidi. Tapi pelaku unlock justru menjualnya lebih mahal. Kerugian kami 
                                                          
76 kompas, selularid, cbnnet, diakses pada tanggal 20 januari 2017 pukul 03.12 
77 Tekno.kompas.com diakses pada tanggal 24 oktober 2016 pukul 15.53 
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ya selisih antara harga wajar di pasar dengan harga subsidi. Dan itu 
semua kami bersama rekan-rekan yang tanggung.”  
Kerugian lain yang mungkin diterima di sisi pelanggan adalah 
mendapatkan Bolt yang sudah tidak dijamin oleh pusat servis, bahkan 
mendapatkannya di kota yang tidak memiliki jaringan Bolt. Meski berusaha 
menghentikan pelaku unlock, pihak Bolt sendiri memberikan catatan tidak 
akan mengejar pengguna. Pasalnya, terkadang ada juga pengguna yang 
sekedar belajar software dan mencoba unlock sebagai sarana 
pembelajarannya. Pihak Bolt sangat ingin menghentikan pelaku dan 
pengedar modem Bolt unlock Karena itu jelas-jelas perbuatan melanggar 
hukum. Tapi pengguna tidak perlu risau karena para pihak Bolt saat ini 
tidak mengejar pengguna.78 
Aturan dan muatan sanksi untuk pelaku tercantum dalam Pasal 112 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pidana 
penjara untuk perkara ini paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).79 Sedangkan, aturan 
dan muatan sanksi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik:80 
 Pasal 30 Ayat (3) 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa 
pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol 
sistem pengamanan. 
                                                          
 
79 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 




Sanksi (Pasal 46 Ayat (3)) 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00  
(delapan ratus juta rupiah). 
 
 Pasal 33 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem 
Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagaimana mestinya. 
Sanksi (Pasal 49) 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
 
 Pasal 36 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang 
lain. 
Sanksi (Pasal 51 Ayat (2)) 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 
(12 miliar rupiah). 
 
CEO (Chief Executive Officer) Internux Dicky Moechtar telah 
mengungkapkan:81 
 “Tindakan unlock illegal yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 
tidak bertanggung jawab itu tentu merugikan Internux maupun vendor 
handset yang berusaha memberikan subsidi. Tak hanya itu, unlocking 
diklaim juga bakalan merugikan konsumen penggunanya. Bolt akan ambil 
tindakan hukum bagi pihak yang melakukan unlock dan memasarkannya 
ke masyarakat. Bagaimanapun, tindakan itu melanggar hukum yang tak 
hanya merugikan Bolt tapi juga konsumen yang memakai produk unlock 
itu sendiri. Mereka kehilangan jaminan keamanan yang diberikan Bolt 
                                                          
81 kompas, selularid, cbnnet, diakses pada tanggal 11 november 2016 pukul 04.25 
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karena software yang dimasukkan dalam modem, pihak Bolt tidak 
mengetahuinya.”  
Internux mengklaim pihaknya telah mengantongi daftar para pelaku 
unlocking dan penjual modem Bolt unlock ilegal yang bisa ditindak secara 
hukum. Namun, pihaknya memilih tak mengambil langkah hukum bagi 
pelaku unlocking modem yang berhenti melakukan tindakan melanggar 
hukum tersebut. Pemberitahuan yang beredar luas saat ini mengenai 
kasus unlock perangkat Bolt, khususnya di Jakarta menegaskan bahwa 
Bolt hanya akan menindak dan memidanakan pihak tertentu yang dengan 
jelas membuka jasa unlock perangkat Bolt untuk mencari keuntungan, 
bukan pengguna modem unlock. Bolt tidak akan memidanakan pengguna 
perorangan yang melakukan unlock, terlebih jika dilakukan bukan untuk 
mencari keuntungan. Dicky juga mengungkapkan bahwa seluruh 
perangkat Bolt dilindungi oleh Hak Cipta, sehingga tindakan memodifikasi, 
















Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Firmware adalah salah satu objek hak cipta, sebagaimana diatur di 
dalam Pasal 52 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta. Kemudian mengenai larangan terhadap unlocking modem 
tersebut diatur juga di dalam, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 33 dan Pasal 
36 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Dari konteks kasus unlocking modem ini 
unsur terpenting yang terkandung yaitu pelaku melakukan “tindakan 
yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja 
sebagaimana mestinya” yaitu dengan unlock modem tersebut dan 
menyebabkan firmware tidak bekerja sebagaimana mestinya, 
sehingga, tindakan unlocking modem merupakan suatu bentuk 
pelanggaran Hak Cipta. 
2. Pihak pemegang hak cipta hanya akan mengambil tindakan hukum 
bagi pihak yang membuka jasa unlocking modem dan 
memasarkannya ke masyarakat dengan tujuan mencari 
keuntungan. Namun pihak PT. Internux tidak mengambil langkah 
hukum bagi pihak yang telah berhenti melakukan unlocking  
modem atau pengguna perorangan yang melakukan unlocking 
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modem bukan untuk mencari keuntungan. Perlindungan hukum 
terhadap pemilik hak cipta seharusnya didukung dengan kesadaran 
pengguna hak cipta tentang ciptaan yang digunakan agar 
mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta. 
B. Saran  
1. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan perangkat 
aturan yang mengikuti perkembangan zaman seperti di negara-
negara maju Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan lainnya. 
Sangat penting bahwa aturan hukum ditetapkan dan diterapkan 
secara tepat, untuk memastikan bahwa teknologi digital yang terus 
berkembang tidak merusak prinsip dasar Hak Cipta.  
2. Dampak kemajuan teknologi yang semakin tidak terkendali dan 
tidak sehat akan berakibat jauh lebih berbahaya dibandingkan 
dengan keunggulan dan kemanfaatannya, terutama dalam segi 
karya hak cipta. Ilmu pengetahuan dalam hal teknologi saat ini 
adalah suatu alternatif bagi para penghasil/pencipta untuk 
mempublikasikan hasil karyanya maka dari itu setiap masyarakat 
diharapkan sadar hukum dalam menghargai karya dan Hak Cipta 
seseorang. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, para 
pencipta sebaiknya melakukan usaha preventif dengan 
mendaftarkan hasil karya/ciptaannya secara legal kepada 
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